
 
 
 
 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR : W5-U10/ 309/OT.01.3/ 2 /2021 
TENTANG 

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, harus disikapai oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur 
dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi secara 
seksama untuk mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona 
Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur; 

b. bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu pilar 
penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu 
lembag yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-
praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan 
Peraturan-Peraturan lainnya; 

c. bahwa untuk membangun Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bershi dan Melayani (WBBM), harus 
dilakukan dengan berbagai upaya yakni dengan pola pikir dan budaya 
kerja (Mindset), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai 
pelayan masyarakat yang baik dan bukan minta dilayani; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dimaksud 
pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan metode yang akan menjamin 
pelaksanaan layanan tersebut sesuai dengan SOP dengan memberikan 
kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2004  tentang Mahkamah Agung RI; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

4. Undand-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Undand-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
KMA/032/SK/IV/2000 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih  
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona 
Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0262014 
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 
 
 

Memutuskan............ 

                                       

 



 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEMBENTUKAN KOMPENSASI 
KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI 

TANJUNG JABUNG TIMUR. 
 

Pertama : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri  Tanjung Jabung 
Timur Kelas II wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri  Tanjung Jabung Timur Kelas II. 
 

Kedua : 
 
 

Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelangggan 
Pengadilan karena adamya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan 
yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) 
yang telah ditetapkan pada setiap bagian  dilingkungan Pengadilan Negeri  
Tanjung Jabung Timur Kelas II. 
 

Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari keterlambatan Standar Pelayanan Operasional 
Prosedur (SOP) Pelayanan pada masing-masing bidang dan jika ada 
keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan Negeri  Tanjung 
Jabung Timur Kelas II, berhak atas kompensasi berupa :  

a. Keterlambatan  0  – 60   Menit, diucapkan permintaan maaf dan 
diberikan minuman ringan. 

b. Keterlambatan  60 Menit keatas, diberikan Sourvenir dari Pengadilan 
Negeri  Tanjung Jabung Timur Kelas II, 
 

Keempat : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan 
dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri  Tanjung Jabung Timur Kelas II 
Tahun 2021, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari Pimpinan; 
 

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali 
bilamana diperlukan perbaikan; 
 

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

 

Ditetapkan di : Muara Sabak 

Pada tanggal  : 18 Februari 2021 

KETUA 
 
 
 
 
NUNUNG KRISTIYANI, S.H.,M.H 
NIP. 19770208 200112 2 004 

 
 
 
 
 
 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi; 
4. Ketua Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur; 
5. Yang bersangkutan;  
6. Arsip. 

 
 
 
 
 


